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F o r d F o u n d a t i o n

erita tercatatnya angka pengidap HIV/AIDS di 
Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah yangBmencapai 137 orang dan 22 di antaranya adalah ibu 

rumah tangga (Kedaulatan Rakyat, 2/12) menumbangkan 
anggapan bahwa HIV ditularkan oleh perempuan pekerja seks 
semata.

Anggapan yang keliru itu seringkali terjadi karena 
minimnya informasi persoalan itu. Dalam konteks inilah perlu 
ditekankan bahwa perilaku berisiko adalah penyebab orang 
terinfeksi.

Menilik lebih jauh tentang 
i n i , bel ak angan angk a
HIV/AIDS meningkat karena 
perilaku berisiko pada kalangan 
pengguna NPZA (Narkotika, 
Psikotropika dan Zat Adiktif) 
suntik dengan memakai jarum 
suntik secara bersama. 

Realitas ini pun sesung-
guhnya menepis anggapan
kel i ru bahwa tidak hanya
ditujukan pada profesi tertentu, 
namun si apa pun j i k a
melakukan perilaku bersiko
dapat tertular HIV.

Pertanyaan yang muncul, apa yang perlu dilakukan untuk 
menekan angka HIV agar tidak terus berkembang? Upaya apa 
saja yang telah dilakukan untuk pencegahan dan menunjang 
target pencapaian pembangunan milenium 2015? 

Sosialisasi kepada remaja tentang seksuali tas yang
berhubungan dengan perilaku berisiko merupakan salah satu 
upaya. Pemberian informasi yang benar tentang persoalan ini 
di tingkat pendidikan perlu segera dilakukan. Tidak perlu 
masuk dalam kurikulum, tetapi perlu diberikan di luar itu. 
Oleh karenanya, sekolah dapat bekerja sama dengan lembaga 
peduli HIV untuk memberikan pencerahan kepada siswa-
siswanya agar upaya ini tercapai.

Sebelum kepada siswa, tentu guru perlu diberi informasi 
yang memadai tentang persoalan itu. Sehingga diharapkan 
tidak akan terjadi kesalahan pemberian informasi guru kepada 
siswa ketika menyelipkan informasi tentang HIV. Seperti 

berita Kompasedisi 3/12/10 hal. 1 seorang guru, Rugayah 
meyakinkan muridnya bahwa semua barang yang dipakai 
pengidap HIV atau ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) harus 
dibakar agar tidak metular ke orang lain. 

Informasi yang paling elementer yakni bagaimana terjadi 
penularan HIV atau bagaimana memperlakukan ODHA, 
idealnya sesegera mungkin disosialiasisasikan. Tidak hanya 
kepada kelompok tertentu tetapi juga kepada mereka yang 
dianggap tidak berisiko, ibu rumah tangga contohnya.

Untuk itu informasi HIV juga 
perlu sampai di tingkat desa, RT, 
dan akhirnya rumah tangga/
keluarga. Mengingat ibu rumah 
tangga yang terinfeksi HIV dari 
suaminya adalah korban.

Seberapa jauh media memper-
hatikan atau menempatkan isu 
HIV/AIDS ini sebagai isu yang 
di anggap pent i ng? Pada
Desember ini seperti biasa, kita 
memperingati Hari AIDS se-
Dunia. Pada hari itu biasanya ada 
peristiwa yang dilakukan lembaga 
untuk memberi informasi atau 
berbagi kepada publik untuk tahu 
tentang perkembangan HIV.

Apakah peran media sudah cukup membantu untuk 
mensosialisasikan persoalan itu? Beberapa media memang 
ada yang mengangkat isu itu bahkan membuat laporan khusus 
tentang itu. Namun, persoalan yang diangkat media hanyalah 
sedikit yang terekspose dari kompleksnya dunia HIV/AIDS. 
Di balik persoalan itu masih banyak lagi yang tidak terekspose 
seperti TKI yang diwajibkan untuk tes HIV, tahanan yang 
ditolak oleh rutan Kejari karena mengidap HIV, sosialisasi 
HIV yang tidak tepat di lembaga pemerintahan, ODHA yang 
harus mengeluarkan biaya untuk antiretroviral (ARV) gratis 
dan lain sebagainya.

Kompleksnya persoalan itu memang tidak semua dapat 
tercatat oleh media, tapi bagaimana isu HIV/AIDS tidak 
begitu saja hilang, menjadi perhatian kita bersama untuk terus 
meneruskan informasi yang tepat kepada publik. (may)

Edisi: Desember 2010 1

Cara mendapatkan NEWSLETTER PMPAIDS: Kirimkan identitas serta nama media Anda, akan kami kirimkan secara gratis. Informasi yang kami 
muat di NEWSLETTER dapat dikutip atau disiarkan tanpa ijin asal menyebut sumber. Apabila anda memiliki informasi tentang HIV/AIDS yang layak 
untuk disebarkan kepada masyarakat luas, silakan kirim dan akan kami muat. Anda dapat menghubungi kami ke alamat: LP3YJl.Kaliurang Km 13,7 
Ngemplak, Sleman, Yogyakarta 55584 atau via telepon dan faksimili No. (0274)896016, email: lp3y@idola.net.id dan situs http://www.lp3y.org

Penanggung Jawab : Ashadi Siregar  Pimpro/Pemimpin Redaksi : Slamet Riyadi Sabrawi  Staf Redaksi : Agoes Widhartono, Dedi H Purwadi,  Ismay 
Prihastuti, Rondang Pasaribu  Sekretaris Redaksi : W. Nurcahyo 

Fo
to

:D
ed

i/L
P3

Y

Rapat perencanaan Krida edisi 2, Minggu (19/12) 
di Warungpring, Mulyodadi, Bambanglipuro.



ertemuan bulanan yang biasanya dilakukan sebulan 
sekali, tetapi pada bulan Oktober lalu tidak dilakukan Pkarena aktivitas Gunung Merapi yang meningkat dan 

menyebabkan kantor LP3Y yang berada kurang lebih 20 
kilometer dari puncak, libur selama dua minggu. Pada kamis 9 
Desember ini akhirnya dilakukan pertemuan rutin anggota 
kolaborasi. 

Diskusi atau pertemuan yang berlangsung dari pukul 
10.00 WIB hingga pukul 13.30 WIB itu dihadiri oleh anggota 
kolaborasi. IDEA, selain koordinator program ini, hadir pula 
anggota divisi lain. Sehingga bertujuh, mereka saling mengisi 
untuk mel aporkan
kegiatan lembaganya. 
Dua di antaranya juga 
ada anggota baru dan 
satu orang bagian
keuangan.

L P3 Y, sel ai n
project offi cer -nya
hadir juga staf lainnya 
sehingga berjumlah
lima orang. Sedangkan 
ASPPUK hanya satu 
orang dari bagan
keuangan karena ada 
bany ak k egi at an
bersamaan dengan
acara tersebut.

A dapun mater i
yang dibahas dalam 
pertemuan tersebut
antara lain:
1. Evaluasi kegiatan masing-masing lembaga
2. Mengaktifkan mailing list jejaring yang selama ini 

dianggap kurang diopti-malkan. Padahal semula fungsi 
mailing list ini salah satunya untuk memberi informasi 
kegiatan masing-masing lembaga yang akan dan sudah 
dilakukan kepada semua anggota kolaborasi.

3. Mencari solusi bersama atas permasalahan yag ditemukan 
di masing-masing lembaga.

Sebagai diskusi, Wisnuadji yang mewakil i IDEA
memaparkan ada beberapa rencana kegiatan yang tidak 
memenuhi target di bulan ini. Selain karena kendala internal 

lembaga, juga disebabkan karena tingginya aktivitas lain yang 
tidak terduga yakni membantu pengungsi korban
erupsi Merapi. Sehingga selama bulan November forum 
warga hanya dilakukan satu kali di Desa Mulyodadi pada 
tanggal 19 November. 

Dalam diskusi diperoleh informasi bahwa dari proses 
forum warga tersebut diperoleh kesepakatan antar pemengku 
kepentingan di desa untuk meningkatkan kebermanfaatan 
program menjadi tingkat desa. Hal ini disebabkan komunitas 
mitra IDEA di desa Mulayodadi, tepatnya di dusun
warungpring sudah tidak aktif.

Dengan adanya
erupsi Merapi yang
terjadi sejak tanggal
28 Ok t ober l al u
menyebabkan proses
pelaksanaan kegiatan
I DEA ti dak dapat
berjalan sesuai jadwal. 
Seh i n g g a I D E A
mengambi l pi l i han
untuk konsentrasi pada 
proses tanggap darurat 
bencana.

Sedangkan ASPPUK 
yang diwakili oleh Siwi 
hanya memaparkan
perencanaan kegiatan
bu l an D esember
ini. Sedangkan untuk 
k eg i at an sel ama

November tidak ada kendala berarti karena program berjalan 
sesuai target.

Untuk LP3Y, laporan koran warga dengan nama Krida
edisi perdananya telah terbit. Kendala yang perlu didiskusikan 
dengan anggota kolaborasi lain adalah bagaiamana
pendistribusian Krida agar tepat sasaran. Mengingat oplah 
Krida hanya 1.500 eksemplar, diharapkan Krida dapat 
tersebar secara merata.

Dalam pertemuan tersebut didapati sejumlah solusi agar 
Krida dapat dititipkan pada acara-acara yang dilakukan oleh 
IDEA atau ASPPUK, atau dapat juga di pajang di salah satu 
tempat strategis, misalnya balai desa agar semua dapat 
mengetahui adanya koran warga

D a p u r I n f o
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Pertemuan yang tertunda
Dari pertemuan bulanan anggota kolaborasi

Pertemuan anggota kolaborasi di ruang rapat LP3Y, Kamis (9/12)



Terbitnya Koran Warga

Edisi perdana koran warga yang diberi nama Krida hadir 
pada November lalu. Dengan format majalah yang berisi 
empat halaman sebagai awal dan karena antusiasme pengurus 
koran warga ini tidak tertutup kemungkinan Krida akan hadir 
lebih dari empat halaman tersebut.

Sebagai sarana untuk menginformasikan kegiatan,
terutama kegiatan ekonomi para perempuan di lima desa di 
Bantul (Jambidan di kecamtan Banguntapan, Srihardono di 
Pundong, Wonolelo di Pleret, Mulyodadi di Bambanglipuro 
dan Gilangharjo di Pandak) Krida aka hadir setiap bulannya.

Para pengurus atau yang menjadi tulang punggung Krida
ini adalah para perempuan dari lima desa tersebut. Mereka 
yang punya kegiatan dan mereka pula yang mengabarkannya.

Namun Krida juga terbuka pula bagi laki-laki warga desa 
untuk dapat pula menyumbangkan informasi dengan prioritas 
mengenai kegiatan ekonomi perempuan di desanya.
Sebagai Edisi perdana ini Krida menyajikan laporan dengan 
judul antara lain sebagai berikut:
1. Bingkisan Lebaran Pengikat Pelanggan, (Karya Khulil 

Khasanah, Wonolelo), hal 1.
2. LKPSida Makmur Warungpring Geser Bank Plecit(Karya 

Istriyanti dan V Mei Diana, Mulyodadi), hal. 2.
3. Dengar Cerita Grameen Bankdi Training Penguatan LKM 

(Karya Eny Arofah, Wonolelo), hal. 3.
4. Bunga Naik, Nasabah Tetap Bertambah (Karya Emy 

Cayarani, Gilangharjo) hal. 3.
5. Habis Pelatihan Terbitlah Krida (Karya Istriyanti,

Mulyodadi), hal 4.

Dengan adanya berita yang dihadirkan oleh warga lima 
desa dan untuk warga desa tersebut, diharapkan informasi 
tentang kegiatan ekonomi khusus kegiatan ekonomi yang 
melibatkan perempuan di lima desa dapat diketahui dan 
bermanfaat bagi warga. (may)

D a p u r I n f o
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arian Kompasedisi Minggu 19 Desember 2010 
membuat cover story tentang trotoar di Jakarta Hdengan foto utama halaman satu selebar tujuh kolom 

yang merekam sepenggal trotoar di belakang Gedung 
DPR/MPR, dengan lubang menganga cukup besar dan 
panjang. Pada foto tersebut pejalan terpaksa harus berjalan di 
badan jalan. 

Untuk liputan ini Kompas menurunkan empat tulisan. 
Satu tulisan, yang ditawarkan sebagai tulisan utama dimuat di 
halaman depan berjudul Di Trotoar Kita  Berdemokrasi. Dua 
tulisan, yaitu Bahkan, Trotoar Pun Macet dan Siapa yang 
Mengurus Trotoar mengisi penuh halaman 31. Tulisan Awas 
Ditelan Lubangdisertai foto berukuran empat kolom mengisi 
separoh halaman 32.       

Laporan panjang Kompastampaknya ingin menunjukkan 
seperti apa kota besar (di Indonesia) seperti Jakarta 
memperlakukan para pejalan kakinya. Jika diangkat lebih 
tinggi lagi, yaitu pada relasi antara negara dengan warga 
negara, barangkali laporan ini ingin menunjukkan bagaimana 
negara memperlakukan warga negaranya. Dan trotoar 
merupakan jendela untuk melihat itu.

Maksud ke arah itu sudah terlihat ketika laporan ini dibuka 
dengan paragraf berbunyi Ciri kota yang demokratis bisa 
dilihat dari trotoarnya. Sejauh mana kota besar seperti 
Jakarta memperlakukan para pejalan kakinya?                                                                                             

Ide demokrasi dengan melihat fasilitas publik bernama 
trotoar, terinspirasi dari pernyataan Wali Kota Bogota, 
Kolombia, Enrique Penalosa. 

Ketika berkunjung ke Jakarta pada 2009 Penalosa 
mengatakan trotoar yang nyaman adalah elemen dasar bagi 
sebuah kota yang demokratis. “Di trotoar, masyarakat dari 
berbagai elemen kelas sosial dan ekonomi bertemu dalam 
status yang sama,sebagai pejalan kaki,”katanya (Di Trotoar 
Kita Berdemokrasi, hal1).

Apakah kota besar bernama Jakarta sudah bisa disebut 
demokratis, j ika menggunakan perspekti f tersebut?
Jawabannya adalah belum. Sebab, fakta yang disajikan 
melalui laporan Kompasmenunjukkan masih lebih banyak 
trotoar yang tidak bisa diakses pejalan kaki daripada yang bisa 
dilalui dengan nyaman dan aman. Bahkan, laporan ini pun 
menunjukkan fakta adanya seorang warga yang tewas 
tertabrak bus akibat dia terpaksa berjalan di badan jalan. Ia 
terpaksa berjalan di badan jalan karena trotoar tertutup 
pedagang. 

Dari sisi visual, empat dari lima foto yang ditampilkan 
menunjukkan tidak berfungsinya trotoar, yaitu untuk pejalan 
kaki. Selain trotoar bolong seperti pada foto di halaman satu, 
ada trotoar jadi tempat parkir sepeda motor, trotoar dipakai 
tempat lapak pedagang kaki lima, kemudian sepeda motor 
melaju di trotoar yang membuat pejalan terpaksa menepi.
Temuan lapangan Kompasdidukung hasil penelitian lembaga 
Clean Air Initiative for Asian Cities Center yang dibiayai Bank 
Pembangunan Asia yang disampaikan di Manila 25-27 Mei 
2010. Penel i tian tersebut menunjukkan dari aspek
aksesibilitas pejalan kaki, dari 13 kota Asia yang diteliti, 
Jakarta pada peringkat terendah. Fakta ini dikutip di tulisan 
utama.

Membaca keempat tulisan Kompaspembaca langsung 
akan mendapat jawaban atau berkesimpulan bahwa Jakarta 
bukanlah kota yang demokratis. Ini jika mengikuti alur 
berpikir yang dijadikan titik tolak penyusunan reportase. 
Namun, mengapa situasi seperti itu terjadi merupakan 
pertanyaan mendasar yang tidak terjawab setelah membaca 
keempat laporan Kompas. Apakah keadaan seperti itu karena 
ketidaktahuan, pembiaran atau pengabaian?

Jika hal itu karena ketidaktahuan, pertanyaannya adalah 
siapa yang tidak tahu? Pemerintah, pengguna kendaraan 
bermotor, pemilik bengkel, pemilik toko, pedagang kaki lima, 
pengelola parkir siapapun mereka? Tidak ada jawaban. Sebab, 
pengetahuan para pihak yang berinteraksi dalam penggunaan 
maupun penyalahgunaan trotoar ini tidak hadir dalam laporan.
Bahwa terjadinya penyalahgunaan trotoar di Jakarta karena 
budaya masyarakat belum melihat begitu pentingnya fungsi 
trotoar, tidak bisa dikatakan sebagai fakta empirik. Ini 
merupakan pendapat seorang arsitek lanskap. Sesungguhnya 
ia adalah pihak yang berada di luar lingkaran interaksi 
tersebut. 

Benarkah masyarakat belum melihat begitu pentingnya 
fungsi trotoar, seperti disampaikan narasumber? Tak ada fakta 
empirik dalam tulisan yang bisa mendukung argumen itu. Ini 
karena tak ada satupun dari para pihak itu yang penilaiannya 
dihadirkan dalam tulisan sehingga bisa diketahui dan
kemudian dipahami pembaca.

Apabi la kondisi tersebut diakibatkan pembiaran,
pertanyaannya adalah siapa yang melakukan pembiaran atau 
pengabaikan dan bagaimana pembiaran atau pengabaian itu 
berlangsung? 

Pada tulisan Siapa yang Mengurus Trotoar dihadirkan 
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Liputan Trotoar Kompas, 
Ingin Menghadirkan Apa?



Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas PU 
DKI Jakarta. Melalui dia pembaca disuguhi informasi 
mengenai siapa pengelola trotoar, tentang trotoar yang 
berfungsi baik dan anggaran pemeliharaan fasilitas ini.
Mengenai trotoar yang diokupasi PKL, menurut dia, itu 
merupakan tanggung jawab Dinas Ketenteraman dan
Ketertiban. Soal banyaknya trotoar yang rusak, ini akibat 
minimnya anggaran pemeliharaan. Dana hanya  cukup untuk 
perbaikan-perbaikan kecil. Alokasi anggaran tergantung 
persetujuan DPRD.

Kompas tidak menghadirkan penjelasan dari Dinas 
Ketenteraman dan Ketertiban. Begitu juga tak ada pelacakan 
ke DPRD untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya 
pengalokasian anggaran untuk pemeliharaan trotoar.

Ketika foto Kompasmenampilkan deretan sepeda motor 
diparkir di trotoar, pembaca tak mendapat penjelasan mengapa 
hal itu bisa terjadi. Tak satupun keterangan bersumber 
pengelola parkir di trotoar ditunjukkan ke pembaca. Begitu 
pula dengan banyaknya pengendara sepeda motor yang 
melintas trotoar: mengapa tak satupun dari mereka ditanya.

***********************

Semestinya, laporan panjang seperti ini bisa menjelaskan 
kepada publik/khalayak pembaca mengapa situasi semacam 
itu terjadi. 

Jawaban dan penjelasan yang membuat pembaca bisa 
menilainya secara rasional tentulah melalui paparan fakta-
fakta empirik dengan pemilihan narasumber yang tepat dan 
pertanyaan-pertanyaan mendasar yang tepat dan relevan.  

Pemilihan narasumber yang tepat tentu diawali pemetaan 
atas para pihak atau aktor/pelaku yang berinteraksi di sebuah 
ruang fisik berwujud jalur trotoar yang bisa dimaknai bukan 
hanya sebagai tempat orang berjalan, tapi sebagai ruang untuk 
mewujudkan terpenuhinya dan dihargainya hak warga negara 
dan kewajiban negara untuk memenuhinya serta kewajiban 
sesama warga negara untuk menghargai hak sesama. 
Untuk menjelaskan situasi itu, sebenarnya pemetaannya 
sangat sederhana. Pertama, menunjukkan apa sesungguhnya 
trotoar secara fungsional maupun substansial, bahkan secara 
legal.

Secara fungsional trotoar merupakan bagian dari sistem 
transportasi, untuk tempat orang berjalan. Secara legal, ia 
diatur dalam UU 22/2009 tentang Lalu-lintas, Angkutan Darat 
dan Jalan ditegaskan peruntukan trotoar hanya untuk para 
pejalan kaki. 

Secara substansial, fasilitas trotoar merupakan hak warga 
negara atas rasa aman dan nyaman. Bahkan hak ini dijamin 
undang-undang, sebagaimana tertera pada pasal 131 (1), yaitu 

..Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung 
yang berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain.

Tak hanya i tu, pelanggaran yang menyebabkan
terganggunya fungsi yang berakibat terampasnya hak
pengguna trotoar, merupakan tindak pidana. Tentang ini UU 
22/2009 menegaskan....setiap orang yang mengakibatkan 
terganggunya fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar dan 
halte, bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 
(satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24 juta.

Secara deduktif, jurnalis bisa melihat bahwa jika trotoar 
tidak tersedia, berarti ada hak warga negara yang tidak 
dipenuhi. Pertanyaan yang jawabannya harus dicari secara 
empirik adalah, mengapa tidak tersedia. Begitu sebaliknya, 
jika trotoar tersedia dan berfungsi baik, berarti hak warga 
dipenuhi. Pertanyaannya, mengapa?

Apabila trotoar tersedia namun pejalan kaki tidak bisa 
mendapatkan haknya, bahkan mereka terancam bahaya, 
berarti pemenuhan hak warga tidak dipenuhi. Pertanyaannya, 
mengapa terjadi demikian?

Dari sini jurnalis bisa memetakan persoalan trotoar 
melalui fakta empirik yang dilihatnya sehari-hari. Pertanyaan-
pertanyaan lanjutan bisa mulai diajukan.

Dalam hal begitu banyaknya trotoar tidak berfungsi, fakta 
empiris yang harus dihadirkan adalah apa dan siapa yang 
menyebabkan trotoar tidak berfungsi. Bagaimana tidak 
berfungsinya trotoar tersebut dan apa akibatnya?

Tatkala pertanyaan siapa lalu terpetakan para pelakunya, 
maka mereka inilah yang harus masuk dalam daftar para pihak 
yang dijadikan narasumber. Jika yang menyalahgunakan 
fungsi trotoar adalah PKL, pengelola parkir, pemilik toko, 
pengendara sepeda motor, dinas pertamanan yang
membangun pot di tengah trotoar (sehingga trotoar menjadi 
sempit), misalnya, maka merekalah yang harus masuk daftar 
untuk ditanyai. Dari mereka pertanyaan bisa berkembang. 
Misalnya PKL berjualan di trotoar karena diizinkan aparat 
pemerintah, maka aparat pemerintah yang mengizinkan harus 
pula ditanyai: mengapa mereka mengizinkan,dst.

Begitu pula ketika instansi teknis menyatakan anggaran 
pemeliharaan terbatas namun DPRD tidak menyetujui alokasi 
anggaran sesuai kebutuhan, maka DPRD pun harus ditanyai 
untuk mengetahui alasan mereka. Dari sana jurnalis bisa 
menggali bagaimana sesungguhnya DPRD sebagai bagian 
dari negara menilai keberadaan warga negara, khususnya 
pejalan kaki yang berhak atas rasa aman dan nyaman bahkan 
undang-undang pun sudah menegaskannya. 
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etiap memasuki bulan Desember, media pers selalu 
memberitakan peristiwa seputar peringatan Hari AIDS Sse-Dunia. Memang, tanggal 1 Desember ditetapkan 

sebagai Hari AIDS se-Dunia. 
Melalui media, masyarakat diberi informasi tentang apa 

saja yang terjadi terutama menyangkut HIV/AIDS di seluruh 
dunia. Ada tentang keberhasilan meredam epidemi AIDS. Ada 
pula berita tentang bertambahnya jumlah orang yang
terinfeksi HIV dan segala pernak-pernik kegiatan para aktivis 
peduli AIDS, termasuk masalah sosial yang melingkari 
persoalan ini. Selain pemberitaan tentang aneka peristiwa, 
media juga menampung berbagai tulisan, masih seputar 
HIV/AIDS, baik berupa artikel opini karya para ahli yang 
berkompeten di bidang ini, profesional medis, maupun liputan 
mendalam para jurnalis yang mengupas perkembangan, 
kendala dan segala peristiwa yang tentu saja menyangkut dan 
relevan dengan permasalahan tersebut.

Seperti yang sudah terjadi sebelumnya, setelah awal 
bulan Desember berlalu, atau masih dalam bulan Desember 
sekali pun, pemberitaan mengenai HIV/AIDS menyurut 
frekuensinya. Artinya, tulisan artikel opini maupun berita 
dalam berbagai ragam, tak lagi banyak muncul. Bahkan, kalau 
pun muncul, lebih pada terjadinya peristiwa teragenda, 
misalnya pemberi tahuan aparat berwenang tentang
perkembangan penanganan HIV/AIDS di daerahnya. Bisa 
pula berupa imbauan dari pihak otoritas. Namun, lebih banyak 
didominasi berita tentang penambahan pengidap. Itu saja 
masih dengan ”pemahaman lama” mengenai penulisan 
masalah HIV/AIDS yang baik dan benar. Misalnya masih saja 
ditemui judul di media cetak yang ditulis, ”jumlah penderita 
penyakit AIDS meningkat”, atau memberi penekanan pada 
sifat virus yang disebut sebagai ”virus yang mematikan”. Dua 
frasa tersebut adalah sekadar contoh betapa pemahaman 
tentang HIV/AIDS belum sepenuhnya dikuasai oleh awak 
media.

Demikianlah perkembangan penanganan HIV/AIDS di 
negeri ini, disikapi media masih sebatas menampilkan fakta, 
meskipun ditulis dalam narasi aneka ragam berita, tapi 
substansinya setara dengan pemaparan statistik belaka. Untuk 
sekadar contoh, beberapa judul berita di media dikutipkan dari 
suratkabar sebagai berikut: 66 Kasus HIV/AIDS di Kebumen, 
31 Penderita Meninggal (Kedaulatan Rakyat 3/12/10); 

HIV/AIDS di Kota Yogya 410 Kasus (Keddaulatan Rakyat,
29/10/10); Penderita AIDS di Temanggung 137 Orang
(Kedaulatan Rakyat 2/12/10) Lagi, 5 Penderita AIDS 
Meninggal (Kedaulatan Rakyat, 3/12/10) dan Ibu Rumah 
Tangga Penderita HIV/AIDS Meningkat (Koran Tempo
2/12/10). 

Adalah kenyataan, bahwa media pers masih banyak yang 
memandang berita seputar HIV/AIDS, perkembangan
maupun penanganannya, sebagai ”tidak seksi”, tidak bernilai 
jual. Berita itu dipandang masih kalah ”kelas” dibanding berita 
politik, ekonomi, kriminal, misalnya. Bahkan bagi stasiun 
televisi, berita tentang HIV/AIDS pastilah menjadi nomor 
kesekian, jauh di bawah berita-berita yang dikemas dalam 
rubrik infotainment itu.

Hanya sedikit media pers, cetak terutama, yang concern 
terhadap persoalan HIV/AIDS di negeri ini. Dari sedikit media 
cetak yang concern, mempunyai kepedulian tinggi, itu pun 
masih dibagi pula, ada media yang benar-benar mengerti, 
paham, peduli dan bertanggungjawab, misalnya dengan 
memberi bekal yang cukup pada jurnalisnya dengan
pengetahuan mengenai HIV/AIDS. Ada pula media yang 
sekadar memberitakan, misalnya mengambil data, mengutip 
statementyang dikemas dalam berita lempang (straight news) 
tanpa harus peduli dengan perspektif apapun dari masalah 
yang diberitakan.

Kritisisme 
Berita-berita seputar HIV/AIDS di media pers, kiranya 

dibuat dengan kesadaran penuh pada satu tujuan, yakni 
memberikan informasi selengkapnya, sekaligus memberikan 
wacana demi terbangunnya kritisisme khalayak terhadap 
persoalan ini. Sebab, jika pemberitaan terjebak menjadi 
diskusi tanpa ujung dan tanpa pangkal , misalnya
membenturkan persoalan medis dengan moral dalam
persoalan HIV/AIDS, justru tidak menyelesaikan masalah, 
menjadi rumit bahkan mengakibatkan pelestarian stigma bagi 
mereka yang terinfeksi HIV, yang sesungguhnya harus 
dilindungi. Jika ini yang terjadi, dalam kehidupan sosial 
mereka (para ODHA –orang dengan HIV/AIDS) akan 
terganggu, demikian pula hak-haknya sebagai manusia juga 
terkebiri. Sungguh sebuah kesia-siaan dan tidak adil jika hal 
itu masih terjadi.
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Dalam era keterbukaan sekarang, kebebasan pers memang 
dijamin, akan tetapi dalam hal ini pers harus menjaga 
kebebasan pers dalam meliput HIV/AIDS. Pers harus 
mengambil sikap yang jelas dan kritis terhadap seluruh 
kebijaksanaan yang melanggar pribadi penderita HIV dan 
AIDS dan kepentingan masyarakat. Pers juga mempunyai 
tanggung jawab kepada masyarakat pembaca untuk memberi 
informasi yang akurat. Ini berarti, tulisan atau berita yang 
dimotivasi ketakutan dan ketidaktahuan tentang HIV/AIDS 
harus dihindari (11 Langkah Memahami HIV&AIDS: KPA-
LP3Y2008)

Permasalahan kini sudah berkembang menjadi semakin 
kompleks, namun sekaligus juga semakin terbuka. Artinya, 
epidemi AIDS yang dulu ditutup-tutupi, tidak diakui oleh 
otoritas penguasa, dalam hal ini negara, sekarang sudah 
demikian gamblang diutarakan bahwa hal ini adalah persoalan 
bangsa. Negara membuka akses seluas-luasnya bagi mereka 
yang terinfeksi HIV, baik dalam penanganan awal, perawatan 
sampai layanan kesehatan.

Langkah itu tentu tidak akan berarti apa-apa jika tanpa 
adanya peran pers. Dengan kekuatan yang dimiliki, media 
mengantarkan informasi yang berbasis fakta, realitas sosial, 
kepada khalayak. Pemahaman khalayak atas hal ini menjadi 
berwarna.Tidak lagi hitam putih. Namun, sedikit demi sedikit, 
pemihakan kepada mereka yang terinfeksi HIV terbangun 
dengan seksama. Para penyelenggaran organisasi non
pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, muncul menyikapi 
persoalan ini, menjadi benteng dan memfasilitasi keperluan 
para ODHA. Bahu membahu dengan pemerintah, para aktivis 
LSM terus mengupayakan langkah-langkah konkret demi 
tersosialisasikan program penanganan HIV/AIDS dan
mencegah jatuhnya banyak korban. 

Simbiose yang terjadi pada pihak-pihak: media pers, LSM 
dan pemerintah, mewujudkan kenyataan, sejauh ini
kepentingan publik untuk mendapatkan informasi seputar 
persoalan ini memang sudah makin banyak terlayani. Namun, 
pertanyaannya adalah, sudahkah cukup? Tentu jawabnya 
belum. Masih banyak hal yang perlu dikerjakan, perlu 
dibenahi jika sudah dikerjakan demi penyempurnaan, dan 
perlu ide-ide baru, kreatif dari para pemangku kebijakan yang 
berkompeten terhadap persoalan ini.

Peran negara 
Dalam upaya pencegahan, perawatan, pendidikan dan 

pemberian sarana pendukung, peran negara sangatlah
dominan, terutama untuk terus menjaga kelangsungan
kemudahan mendapatkan obat antiretroviral (ARV) bagi 
ODHA. Selain itu, penanggulangan AIDS merupakan salah 
satu komitmen pembangunan milenium di tahun 2015. 
Menghentikan infeksi baru HIV dan mengurangi laju
epidemi AIDS.

Dengan dana domestik dan luar negeri, pemerintah 
memberikan pengobatan ARV bagi mereka yang
membutuhkan. Laporan Kementerian Kesehatan RI, dikutip 
Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Pusat, 
Nafsiah Mboi, tingkat kematian akibat AIDS dapat ditekan 
dari 46 persen di tahun 2006 menjadi 17 persen di tahun 2008. 
Tahun 2010 terdapat 789 tempat layanan tes dan konseling 
HIV serta 259 tepat layanan pengobatan ARV di rumah sakit, 
maupun puskesmas. Jumlah lokasi layanan itu diupayakan 
terus bertambah. (Kompas1/12/10).

Data di atas tentu sangat menggembirakan, di tengah 
mengarusnya berbagai realitas sosial yang terjadi di tengah 
masyarakat saat ini. Namun, di media, informasi seputar 
HIV/AIDS yang semestinya mempunyai news value, karena 
menyangkut nilai kemanusiaan manusia itu, kadang masih 
sering kalah atau dikalahkan dengan fakta atas realitas sosial 
lain, seperti telah disebut di atas. Dengan demikian, kegigihan 
media pers dalam terus menginformasikan persoalan ini, baik 
dalam bentuk memberi informasi selengkapnya, penggugatan 
demi membangun kritisisme, atau memberi wacana baru, 
belumlah secara konsisten dilakukan.

Dalam bentuk gugatan misalnya, sejauh mana media pers 
sering mempertanyakan kelangsungan ketersediaan dana bagi 
pengadaan ARV itu dipertahankan? Bagaimana jika
pemerintah tidak mendapatkan lagi dana dari luar? Apakah 
dana domestik mencukupi? Berapa dianggarkan? Sudah 
sampai di mana kekuatan penganggaran itu? Meratakah 
sampai ke daerah? Pertanyaan semacam ini masih akan terus 
bertambah, jika ingin mendapatkan informasi lengkap dan 
pasti menyangkut persoalan tersebut.

Namun, tentu saja tidak semua pengelola media
mempunyai pemahaman yang sama dalam menyadari atau 
menganggap persoalan HIV/AIDS itu penting, seperti jika 
mereka memberitakan persoalan lain. Dalam newsroom
media, pastilah ada skala prioritas untuk fakta seperti apa yang 
perlu disiarkan, dan tidak disiarkan. Apalagi, dalam newsroom
terdiri atas banyak orang yang mempunyai preferensi berbeda 
dalam memandang persoalan HIV/AIDS.

Yang selalu diharapkan khalayak sebenarnya adalah 
informasi lengkap sesuai dengan kebutuhan mereka. Jika 
informasi seputar HIV/AIDS diberikan, kemudian khalayak 
menerimanya, semangat menjual sensasi semestinya
dipinggirkan. Gaya semacam itu, tidak lagi relevan bagi 
pemberitaan media pers. Mereka yang menjadi korban tentu 
harus dalam lindungan. Pemberitaan dengan mengedepankan 
empati, merupakan keniscayaa bagi media pers memberi 
informasi, wacana, sekaligus kritisisme khalayak dalam 
memandang persoalan ini.(agoes widhartono)  
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Pada bulan Desember, seperti biasa, Asppuk (Asosiasi 
Pendampi ng Perempuan Usaha K eci l ) sel ai n
menyelenggarakan FGD (Focus Group Discussion) di lima 
desa desa, juga melakukan kegiatan lain seperti pelatihan yang 
merupakan follow up dari diskusi gugus belajar. Dalam 
ringkasannya, Asppuk juga memberikan beberapa catatan 
seperti capain, hambatan atau pendukung serta solusi.

Berikut ini deskripsi masing-masing kegiatan dan
dilengkapi dengan catatannya sebagai bahan diskusi: 

1. Pendampingan Pengurus Jarpuk, LKP dan calon 
kader

Capaian: fungsi pengurus dan pengatur Jarpuk dan LKP
memunculkan kader baru untuk reorganisasi minimal tiga 
orang per desa.
Hambatannya: Lingkup gerak masih terbatas LKP dan 
dusun serta pemahaman isu dan strategis gerakan masih 
lemah.
Solusi: Memotivasi SDM dan mengawal kader-kader aktif 
di luar dusun/desa Jarpuk dan LKP serta membangun 
strategi gerakan perempuan. 

2. Pelatihan di desa Srihardono tentang pemanfaatan 
pekarangan untuk tanaman sayuran dan pengelolaan 
pupuk kandang untuk mendukung pertanian organik.

Capaian:
- Terlaksanannya pelatihan pada 8-9 Desember di 

Dusun Gulon, dilanjutkan praktek tanam sayur 
organik dengan pupuk organik. 

- Terbentuknya kelompok dari 15 anggota.
Hambatan: Pertanian organik belum cukup diterapkan 
masyarakat
Pendukung: Tokoh dusun sudah mengembangkan pupuk 
organik.
Solusi: Penguatan kelompok baru sebagai motivasi untuk 
mengembangkan usaha tanaman sayuran organik sebagai 
percontohan di tingkat desa.

3. Pelatihan pengelolaan sampah dengan kerajinan 
tangan.

Capaian: 
- Terlaksananya gerakan pemisah sampah organik 

dan non organik 
- Pelatihan diikuti 23 peserta dan difokuskan di 

Dusun Kadekrowo.
- Terbentuk kelompok pengraj in di Dusun

Kadekrowo 
Pendukung: Sudah ada bank sampah, sehingga tinggal 
melanjutkan gerakan tingkat desa. 

Solusi: Penguatan organisasi pengelolaan sampah dan 
peningkatan kualitas kerajinan dan pasar.

4. Pelatihan pada 27 Desember tentang Diversifikasi 
usaha berbasis bahan lokal dan difasilitasi oleh Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 
(Disperindag)

Capaian: 
- Pelatihan telah diselenggarakan selama tiga hari 

dan dihadiri 20 peserta dan narasumber dari 
Disperidag.

- Terbentuk pula satu kelompok pembuat tela-tela 
singkong dan kripik sukun dan stik sukun.

Pendukung: Dipahami resep dan praktek bahan dan alat-
alat sederhana serta peserta sangat bersemangat.
Solusi: Kegiatan kelompok difokuskan di dusun Karon, 
Mulyodadi. 

5. Pelatihan Pembuatan Kripik Tempe.
Capaian: 

- Terlaksananya pelatihan selama tiga hari, 27-29 
Desember dan dihadiri 30 peserta. 

- Terbentuknya kelompok pembuat kripik tempe 
yang berjumlah 10 orang.

- Praktek ditindaklanjuti oleh peserta untuk
tambahan usaha dan rintisan usaha baru

Pendukung: Peserta sangat berminat membuat tempe 
karena bahan dengan mudah didapat di lingkungan dusun.
Solusi: Terbentuk penanggungjawab yang mengkoor-
dinasi kelompok dan pasar

Kegiatan FGD:

1. Desa Jambidan pada 15 Desember dengan topik 
kesehatan reproduksi.

Diskusi diselenggarakan di Dusun Kretek dan dihadiri 15 
peserta. Pembahasan atau diskusi pada kegiatan gugus 
belajar tersebut meliputi; pemahaman, pencegahan
penyakit, masalah atau kendala perempuan menghadapi 
kesehatan dan evaluasi dan refleksi terhadap perempuan 
tentang kesehatan reproduksi.
Hambatan: banyak peserta merasa takut pada penyakit 
sehingga lebih baik tidak tahu, dan kurang memperhatikan 
tubuhnya sehingga keluhan tidak dirasakan.
Solusi: Menghadirkan bidan terdekat sebagai narasumber.
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Termasuk soal sanksi pidana bagi pelanggar fungsi 
trotoar? Jika ada, siapa dan bagaimana hukuman itu
diterapkan? Jika tidak ada, atau tidak pernah ada, mengapa 
demikian? 

Tanpa menjadikan mereka narasumber dan menanyai 
mereka, jurnalis tak bisa membangun argumen untuk 
menjelaskan mengapa trotoar di Jakarta (dan sesungguhnya di 
kota-kota lain) tidak berfungsi. Dengan fakta-fakta empirik, 
hasil wawancara dengan mereka dilengkapi fakta hasil 
pengamatan, jurnalis bisa membantu publik atau khalayak 
pembacanya memahami dan menilai realitas.

Untuk menjelaskan sebuah realitas, jurnalis tentu saja bisa 
dan boleh berangkat dengan hipotesis dan asumsi. Namun, 
untuk memperkuat – lebih tepatnya menguji – itu ia harus 
mencari fakta empirik. Yang terjadi pada laporan ini adalah, 
“meminjam” keterangan narasumber (arsitek dan pakar

tata kota), yang sesungguhnya sangat berjarak dengan realitas 
yang tengah diamati jurnalis.  

Sayang, laporan panjang Kompas tentang trotoar ini tidak 
menyajikan fakta-fakta empiris itu secara lengkap dan kedua, 
tidak dibangun dari pemahaman sederhana mengenai trotoar. 
Padahal, langkah itu jauh lebih mudah. Terutama ketika 
jurnalis akan memetakan persoalan dan memandu proses 
pengumpulan fakta empirik. Laporan ini justru bertitik tolak 
dari tema besar bernama demokrasi. 

Lantas, wacana apa yang ingin dihadirkan melalui 
reportase ini? Sebab, pembaca tidak terbantu dalam melihat 
realitas bernama “kehidupan” trotoar di Jakarta. Setelah lelah 
membaca keempat tulisan, pembaca pun masih bertanya-
tanya: mengapa hak pejalan kaki untuk aman dan nyaman (hak 
ini dilindungi hukum melalui UU 22/2009), berupa trotoar, tak 
bisa didapat? (dedi h purwadi)

2. Desa Srihardono pada 16 Desember dengan topik 
Pengorganisasian kelompok perempuan.

Diskusi diselenggarakan di rumah Kepala Dusun Gulon 
dan dihadiri 18 peserta.
Hambatan: 

- K urang pemahaman tentang penti ngnya
berorganisasi 

- Kurang bekerjasama antar perempuan. 
Solusi: Penguatan kelompok perempuan. dan menuliskan 
visi dan misi kelompok perempuan yang terbentuk.

3. Desa Wonolelo pada 17 Desember dengan topik 
Pembagian kerja dalam rumahtangga.

Diskusi dihadiri 16 orang dan keluarga Bapak Muhidin dan 
Ibu tuti dijadikan contoh sebagai keluarga yang dapat 
berbagi peran dalam kehidupan berkeluarga.
Target: 

- Memberikan pengetahuan kepada peserta tentang 
analisa pembagian kerja dalam rumahtangga.

- Memberikan pemahaman dalam pembagian
keputusan keluarga serta cara mengatasi masalah 
dalam keluarga. 

Solusi: Melihat sosok tauladan di lingkungan sekitar 
sebagai contoh pembelajaran.

4. Desa Mulyodadi pada 18 Desember dengan topik 
Pemahaman berorganisasi.

Diskusi di selenggarakan di kediaman Ibu Mutianingsih di 
dusun Ngentak dan dihadiri 33 peserta.
Target: 

- Memberikan pemahaman tentang arti penting 
berorganisasi pada kelompok perempuan.

- Memberikan pengetahuan tentang tujuan
berorganisasi yang memiliki kemanfaatan bagi 
peserta. 

Solusi: Pembentukan kelompok baru.

5. Desa Gilangharjo dengan topik Pemahaman dan 
Pendidikan Kritis.

Diskusi dihadiri 17 peserta dengan metode satu cara untuk 
peningkatan kapasitas diri perempuan.
Hambatan: Peserta masih bingung dalam pemahaman 
yang diberikan. 
Solusi: Perlu dilanjutkan dengan diskusi tentang kasus di 
desanya. 

Pembentukan Kelompok Baru di Empat Desa
Kelompok baru yang terbentuk di Dusun Gulon, Desa 
Srihardono, Dusun Kadekrowo, Desa Gilangharjo, Dusun 
Karon, Desa Mulyodadi dan Kelompok Usaha tingkat dusun 
di Desa Jambidan.
Dari diskusi terbentuk pula tujuan dan kepengurusan
kelompok baru itu serta tahapan rintisan kelompok usaha.
Catatan atau solusinya yakni masih perlu penguatan kelompok 
baru tersebut.

Pendampingan dan Pengorganisasian LKP
Mempersiapkan administrasi LKP untuk Rapat Anggota 
Tahunan (RAT) dan menghadirkan konsultan administrasi 
untuk membahas antara lain penyusutan, SHU, tabungan 
perhitungan cek laporan keuangan.
Kondisi pada bulan ini LKP Kadisoro penjajakan dalam 
mencari pengurus untuk dijadikan pengawas. (tim asppuk)
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iperkirakan saat ini, sekitar 314.000 orang hidup 
dengan HIV di Indonesia, sebuah negara yang 
memiliki epidemi paling cepat berkembang di D

Asia. Jumlah ini telah meningkat tajam dalam beberapa 
tahun terakhir dan diperkirakan akan lebih dari dua kali lipat 
pada tahun 2014 jika pendekatan untuk pencegahan HIV
tidak diperbaiki. Peningkatan ini karena beberapa faktor 
termasuk: industri seks yang luas di negara itu, klinik 
pengujian dan pengobatan yang terbatas; penduduk dengan 
mobilitas tinggi, populasi yang tumbuh pesat dan orang yang 
menyuntikkan narkoba cukup tinggi, dan tantangan yang 
diciptakan oleh krisis ekonomi dan bencana alam sangat 
besar. 

Menanggapi ancaman AIDS yang kian besar, dalam 
rangka hari AIDS Dunia 2010, Kementrian Pendidikan 
Nasional (Kemdiknas) merasa perlu mengkaji ulang 
Pendidikan HIV/AIDS. Selama ini pendidikan tentang 
HIV/AIDS sudah terintegrasi lewat beberapa mata pelajaran 
di sekolah seperti Biologi, bahasa Indonesia, Pendidikan 
Jasmani Kesehatan, dan lain-lainnya. Akan tetapi kurikulum 
tersebut juga akan di-review supaya jelas topik yang sangat 
penting atau tidak untuk bisa masuk kurikulum sehingga 
tepat sasaran.

Demikian dikatakan Dirjen Pendidikan Non Formal dan 
Informal Kementrian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) 
Hamid Muhammad di Jakarta, Jumat (26/11/10). Pengkajian 
ulang tersebut dimaksudkan agar edukasi tentang
HIV/AIDS menjadi lebih mudah dimengerti.

"Dengan review ini diharapkan pendidikan mengenai 
HIV/AIDS tidak abu-abu,” tandas Hamid.

Menurut dia, pencegahan penularan HIV/AIDS melalui 
sektor pendidikan dilakukan oleh Kemdiknas, baik melalui 
jalur formal maupun informal dengan cara memasukkan 

masalah HIV/AIDS agar terintegrasi dengan kurikulum 
pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, serta melalui 
penyebarluasan buku pedoman, modul, poster, dan televisi.

Pada 1 Desember, Kemdiknas juga akan menyeleng-
garakan peringatan hari AIDS Sedunia. Tahun ini peringatan 
tersebut bertema Universal Acces and Human Right (Akses 
Universal dan Hak asasi Manusia) dengan subtema 
Peningkatan Hak dan Akses Pendidikan untuk Semua Guna 
Menekan Laju Epidemi HIV/AIDS di Indonesia menuju 
tercapainya Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs)”, 
serta slogan “Stop AIDS”: Tingkatkan Hak dan Akses 
Pendidikan untuk semua.

Arif Rahman, Ketua Harian Komite Nasional Unesco 
untuk Indonesia mengatakan, dalam memperingati hari 
AIDS Sedunia masih banyak dirayakan dengan perayaan. 
“Diharapkan dengan 50 persen lagi bisa diisi dengan 
kegiatan-kegiatan yang lebih positif seperti workshop atau 
seminar. Isi kegiatan harus lebih kontekstual dibandingkan 
y ang sudah- sudah, ” k at a A r i f . ( Sumber :
http://edukasi.kompas.com/)
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agaimana kondisi media pers pada masa negeri ini 
dipimpin oleh rezim represif Orde Baru? Salah satu 
jawabnya adalah buku ini. Memang, buku yang B

berawal dari penelitian untuk skripsi penulis di Fisipol 
Universitas Gadjah Mada, Jurusan Ilmu Komunikasi, tahun 
1990, ini begitu gamblang memberikan gambaran kondisi pers 
di Tanah Air pada saat sistem otoritarian kental memenuhi 
seluruh sendi kehidupan masyarakat.

Rentang waktu 20 tahun ke belakang, jika ditarik dari saat 
ini, memang bukanlah waktu yang sebentar. Artinya, sudah 
banyak perubahan terjadi dalam kehidupan pers di Indonesia 
pasca runtuhnya Orde Baru pada Mei1998. Pembaca yang saat 
ini masih duduk di bangku kuliah, misalnya, tentu tidak serta 
merta bisa mengingat –apalagi menikmati—bagaimana 
berita-berita di koran pada masa itu. Dengan hadirnya buku 
ini, mereka diajak kembali masuk ke dalam situasi saat negara 
boleh dikata sedang pada masa puncaknya mengendalikan apa 
saja, demi melanggengkan kekuasaan rezim, termasuk di 
dalamnya mengendalikan kehidupan pers.

Ada banyak media pers terutama suratkabar di Indonesia 
yang tumbuh dan berkembang hingga tahun 1990 itu, terutama 
jika mengacu pada saat karya ini ditulis. Namun, mengapa 
hanya Kompas dan Suara Karya yang dipilih sebagai kajian? 
Menurut penulis buku ini, Kompasdipilih karena mewakili 
pers yang tumbuh dan dibesarkan oleh menguatnya
kapitalisme. Sedangkan Suara Karya, adalah wakil pers yang 
lahir dan bertahan karena kepentingan-kepentingan negara 
(birokrasi) yang bersifat praksis (hal 9).

Pada masa itu, dua suratkabar tersebut merupakan media 
pers utama di Indonesia. Menurut Ashadi Siregar, yang 
menulis kata pengantar buku ini, pertimbangan memilih dua 
suratkabar itu cukup beralasan, mengingat citra kedua media 
itu khas. Kompasyang lahir tahun 1965 berdasarkan ketentuan 
pemerintah Orde Lama, sehingga menjadi organ resmi Partai 
Katolik, partai yang didukung oleh komunitas minoritas di 

Indonesia. Dalam pertumbuhannya Kompasdikenal sebagai 
koran dengan oplah terbesar di Indonesia. Sedangkan Suara 
Karya yang lahir 1971 pada era konsolidasi pemerintah Orde 
Baru, sebagai organ resmi Golongan Karya (Golkar) yang 
memenangkan suara mayoritas setiap pemilihan umum, tetapi 
terbit dengan oplah di bawah Kompas. Karena itu, di 
lingkungan pengkaji media, biasanya terlontar lelucon, 
Kompas koran minoritas untuk mayoritas, Suara Karyakoran 
mayoritas untuk minoritas – korps pegawai negeri (hal xv). 

Pada paruh terakhir 1980-an, kehidupan pers di Indonesia 
mulai masuk ke dalam industrialisasi. Persaingan pun makin 
ketat. Maka pers nasional menjadi sangat rentan terhadap 
godaan terutama hanya demi menggetarkan dawai-dawai 
primitif, seks sadisme dan crimeyang dikemas dengan nada 
sensasional, vulgar, demi merebut pangsa pasar luas (hal 2). 
Bertitik tolak dari masalah ini, menurut penulis, unsur etika 
adalah keniscayaan dalam pembicaraan tentang pers. Yakni 
kajian etika tentang apa yang dilakukan pers dalam
berhadapan atau berada di tengah terpaan daya-daya tak 
berwajah dalam masyarakat Indonesia kontemporer (hal 8).

Dipecah menjadi tiga bagian pokok, buku ini pada bagian 
pertama mengupas tajuk rencana dan berita utama. Dengan 
uraian teknis dan penjelasan teoritis, dipaparkan tajuk rencana 
dan berita utama dua suratkabar tersebut. Maka terlihatlah 
tajuk rencana netral, mendukung atau ditulis dengan memilih 
gaya akademis.

Demikianlah, pers Indonesia saat ini sudah demikian bebas 
dan maju, dibanding 20 tahun lalu saat kajian dalam buku ini 
dibuat. Setidaknya, perkembangan selama 20 tahun terakhir, 
telah membuat wajah pers Indonesia lebih berwarna. Namun, 
kehadiran buku ini, telah membukakan cakrawala luas bagi 
siapa saja, untuk bisa memahami kondisi pers sesuai eranya, 
yakni ketika semua sendi kehidupan warga negara dikontrol 
melalui sistem pemerintahan otoriter di bawah Orde Baru. 
(awd)
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egeri ini pernah memasuki era ketika keterpurukan 

terjadi di segala sendi kehidupan, baik sosial, 

ekonomi maupun politik. Itu mulai dirasakan pada 

N
akhir 

1997 ketika krisis moneter terjadi, hingga awal 1998. 

Ekonomi 

terpuruk, pun kehidupan sosial dan politik merosot 

ditandai 

dengan berbagai peristiwa yang kemudian menjadi 

sejarah. 

Pada tahun 1998, pasca tergulingnya rezim otoriter Orde 

Baru 

pimpinan Soeharto, berbagai kalangan menata diri. 

W

arga pun membangun kembali reruntuhan sendi kehidupan. 

T

entu dengan satu tujuan, demi mendapatkan kehidupan yang 

lebih 

baik. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) banyak yang 

hadir

, menjadi fasilitator dan mendampingi masyarakat. 

Pada tahun itulah seorang perempuan asal Delanggu 

Klaten, 

bernama Retno Kustati (37) masuk dalam pusaran 

kegiatan pemberdayaan perempuan. Retno yang 

saat itu baru 

saja menyelesaikan 

pendidikan tinggi di universitas,  aktif di 

se

buah lembaga swadaya masyarakat bernama LSM

Perspektif 

di Klaten. Itulah kali pertama bagi Retno terjun di 

tengah 

masyarakat secara langsung. Ia bertugas dalam unit 

pelayanan 

mikro bisnis, yang tentu saja dampingannya adalah 

kaum 

perempuan. 

Bagi Retno, yang menyelesaikan kuliahnya pada dua 

jurusan 

sekaligus, di dua universitas berbeda di Yogya itu, 

bidang 

pekerjaan di LSM seolah sudah dipersiapkan untuk 

dirinya. 

Ia lulus dari Jurusan Sosiologi Fisipol Universitas 

Gadjah 

Mada (UGM) Yogya 1997 dan juga lulus Fakultas 

Ekonomi 

Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Yogya, 

tahun 

1996 

Mengapa seolah sudah disiapkan? Dua bidang kajian ilmu 

yang 

selama bertahun-tahun dipelajari di bangku universitas 

itulah, 

yang kemudian menjadi bekalnya dalam berkarier 

hingga sekarang. ”Kayaknya kok klop, ya. Saya terjun di 

tengah masyarakat, dan di sana bergulat dengan permasalahan 

ekonomi juga,” ujar ibu dua anak ini ketika ditemui di 

kantornya, di kawasan Kasongan Bantul baru-baru ini.

Selama berkiprah di LSM Perspektif, telah membawa dirinya 

mendapatkan pelajaran berharga, antara lain bagaimana 

pendekatan secara ekonomi dan politik bagi perempuan agar 

suara perempuan didengar dan mempunyai nilai tawar serta 

berpengaruh pada kebijakan.

Begitulah. Waktu pun terus bergulir. Dengan ilmu yang 

telah dimiliki dan kemudian diaplikasikan ke tengah

kehidupan masyarakat, membuat Retno terus menekuni 

bidang sosial dalam wadah LSM.

Dengan jam terbang yang sudah dikantongi, kini Retno 

aktif pada Asosiasi Pemberdayaan Perempuan Usaha Kecil 

(Asppuk) dan menduduki jabatan sebagai Sekretaris Eksekutif 

wilayah Jawa. Jabatan itu disandang sejak 2002 hingga 

sekarang.

Obsesi Retno melalui Asppuk adalah, bagaimana

perempuan mampu berkembang sebagai individu, sesuai 

dengan keterampilan, kapasitas, memiliki daya kritis

kemudian memotivasi perempuan lain. Itu yang terus

dilakukan hingga sekarang, dengan metode pendekatan 

individu maupun kelompok melalui berbagai forum. Tentu 

semua tidaklah berjalan mulus begitu saja. Ada berbagai 

kendala di sana-sini. Tapi, bagi Retno itu merupakan tantangan 

yang harus diselesaikan. Konflik dengan LSM lain ketika 

harus membina daerah yang sama, misalnya, hanyalah salah 

satu dari tantangan itu.

Namun, dari persoalan itulah Retno mendapatkan banyak 

pengalaman berharga. Antara lain, dia bisa merasakan, 

wilayah yang dinilai masih ”perawan” alias belum banyak 

LSM yang masuk, hasil yang dicapai pastilah bagus, sesuai 

harapan.

Menekuni dunia LSM, agaknya bukanlah cita-citanya. 

Menurut anak keempat dari pasangan Rory Sulamtoyo (68) 

dan Sri Dati (66) ini, semula ingin menjadi peneliti atau dosen. 

Kedua orangtuanya guru. Sang ibu guru SD, dan ayahnya guru 

SMP. ”Waktu sekolah di SD saya diajar ibu, dan ketika SMP

diajar ayah,” tambah lulusan SMAN 1 Klaten ini.

Tapi, kenyataan bisa berlainan dengan harapan dan cita-

cita. Meski begitu, ”Saya enjoy saja mengikuti jalan hidup 

ini,” kata Retno yang setiap saat harus menumpang bus umum 

dari rumahnya di Delanggu, Klaten, untuk beraktivitas di 

Yogya atau ke Solo dan berbagai daerah lain.(awd)  
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